WALIKOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR22TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Menimbang:

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

bahwa Pembentukan Unit PelaksanaTeknis
DaerahtelahdiaturdanditetapkandenganPeraturanWali Kota
BanjarNomor 12 Tahun 2018;

bahwaurusanpemerintahanbidangpengendaliandankeluargabere
ncana sub
urusanpengendalianpendudukmerupakanpemaduandansinkron
isasikebijakanPemerintahan Daerah ProvinsidenganPemerintah

Daerah Kabupaten/Kota
dalamrangkapengendaliankuantitaspenduduk,
pemetaanperkiraanpengendalianpendudukcakupan Daerah
Kabupaten/Kota;

bahwaPemerintah Daerah Kota Banjarmempunyai kewenangan
untuk menentukan dan mengukur karakteristik potensi
kebutuhan, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber
daya aparatursehinggaperludilakukanterhadapPeraturanWali
Kota BanjarNomor 12 Tahun 2018;

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahur
uf a, huruf bdanhuruf c, perlumenetapkanPeraturanWali Kota
tentangPerubahanAtasPeraturanWali Kota BanjarNomor 12
Tahun 2018 tentangPembentukan Unit PelaksanaTeknis
Daerah;

Undang-UndangNomor 27 Tahun 2002tentangPembentukan
Kota Banjar di ProvinsiJawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, TambahanLembaranNegara
Republik IndonesiaNomor 4246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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Memperhatikan

Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 12 Tahun 2017
tentangPedomanPembentukandanKlasifikasiCabangDinasdan
Unit PelaksanaTeknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Kota BanjarNomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);

Peraturan Wali Kota BanjarNomor 30 Tahun 2016 tentang
SusunanOrganisasi, Tata Kerja, Kedudukan,
TugasPokokdanFungsiPerangkat Daerah (Berita Daerah Kota
Banjar Tahun 2016 Nomor 30);

PeraturanWali  Kota  BanjarNomor 12 Tahun 2018
tentangPembentukan Unit PelaksanaTeknis Daerah(Berita
Daerah Kota BanjarTahun 2018 Nomor 12);

Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/2240/0Org tertanggal
11 Mei 2018, hal Pembentukan UPTD Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 12)
diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yaitu
huruf j,sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
(1) PadaDinasatauBadan Daerah di
LingkunganPemerintahDaerahdibentuk UPTD

untukmelaksanakankegiatanteknisoperasionaldan/atau
kegiatanteknispenunjangtertentu.
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(2) UPTD di
LingkunganPemerintahDaerahsebagaimanadimaksudpa
daayat (1)terdiridari :

a. UPTD padaDinasPendidikandanKebudayaan,
meliputi :

1. UPTD SatuanPendidikan Formal;dan
2. UPTD SatuanPendidikan Non Formal.

b. UPTD padaDinasKetahananPangan,
PertaniandanPerikanan, meliputi :

1. UPTD BalaiBenihdanBibit;
2. UPTD BalaiBenihlkan;

3. UPTD RumahPotongHewan,
KesehatanHewandanPerlindunganTanaman; dan

4. UPTD Balai Pelaksana PenyuluhanPertanian.

c. UPTD padaDinasKesehatan, yaituUPTD
PusatKesehatanMasyarakat;
d. UPTD padaDinasKUKM danPerdagangan,

yaituUPTD Metrologi Legal,;

e. UPTD padaDinasPekerjaanUmum, PenataanRuang,
PerumahandanKawasanPermukiman, meliputi :

1. UPTD PeralatandanPerbengkelan; dan

2. UPTD
LaboratoriumBahanKonstruksidanKelistrikan.
f. UPTD padaDinasSosial,

PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak,
yaituUPTD RumahPerlindunganSosial.

g. UPTD padaDinasLingkunganHidup, meliputi :
1. UPTD LaboratoriumLingkungan; dan
2. UPTD PengelolaanAkhirSampah.

h. UPTD padaDinasTenagaKerja, yaituUPTD
LatihanKeterampilanKerja.

i. UPTD padaBadanPenanggulanganBencana Daerah,
yaituUPTD PenanggulanganKebakaran.

j- UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, yaitu UPTD Pengendalian
Penduduk, meliputi :

1. UPTD PengendalianPenduduk Wilayah
KecamatanBanjardanKecamatanPurwaharja; dan
2. UPTD PengendalianPenduduk Wilayah

KecamatanPatarumandanKecamatanLangensari.

2. Ketentuan Bagian Kedua ditambah 1 (satu) Paragraf yaitu
Paragraf 18 dan Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan
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S (lima) pasal yaitu Pasal 87A, Pasal 87B, Pasal 87C, Pasal
87D dan Pasal 87E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragrafl18
UPTD Pengendalian Penduduk
PadaDinasPengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

Pasal87A

UPTD Pengendalian
PenduduksebagaimanadimaksuddalamPasal 2 ayat (2)
hurufgmempunyaitugaspokokmelaksanakankegiatantek
nisoperasionalbidangkeluarga berencanayang
bersifatpelaksanaandariDinasPengendalian = Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Banjar.

Dalammenyelenggarakantugaspokoksebagaimanadimak
sudpadaayat (1), UPTD Pengendalian
Pendudukmempunyaifungsi:

a. pelaksanaankebijakanpelayananpengendalian
penduduk;

b. pelaksanaanevaluasidanpelaporanbidangpelayananp
engendalian penduduk;

c. pelaksanaanadministrasi UPTD Pengendalian
Penduduk;

d. pembinaanaparatursipilnegarapada UPTD; dan
pelaksanaanfungsi lain yang
diberikanolehKepalaDinasPengendalian = Penduduk
dan Keluarga

Berencanaterkaitdengantugasdanfungsinya.

Pasal87B

Kepala UPTD Pengendalian
Pendudukmempunyaitugaspokokmemimpindanmengen
dalikan UPTD dalampelaksanaankegiatan  yang
bersifatpelaksanaandari Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Banjar.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengendalian
Pendudukmelaksanakan uraian tugas :

a. memimpindanmengendalikanpelaksanaankebijakan
pelayananpengendalian penduduk;

b. memimpin, mengendalikandan/
ataumelaksanakankoordinasi, bimbinganteknis,
konsultasi, fasilitasi,

sosialisasisertapelatihanbidangpelayananpengendali
an penduduk;

c. memimpindanmengendalikanpelayananpublik/
masyarakatbidangpelayananpengendalian
penduduk;
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(1)

(2)

(3)

d. memimpindanmengendalikanpenyusunandokument
asi/ pelaporan program
dankegiatanpelayananpengendalian penduduk;

e. memimpindanmengendalikanevaluasirealisasikegiat
an, target kinerjadankeuangan;

f. memimpindanmengendalikanpenyusunanusulan/
masukan/
telaahanstafkebijakandanpelaksanaankebijakanpela
yananpenampungansementaradanrehabilitasisosial;

g. memimpindanmengendalikanpenyusunanlaporanpe
rtanggungjawabankeuangan (SPJ) UPTD;

h. memimpindanmengendalikanpenyusunanlaporante
ntangadministrasiumum, kepegawaiandanaset
UPTD;

i. memimpindanmengendalikanpenyusunan program
dankegiatan (RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja,
RKA, DPA) termasuk target, indikator;

j- memimpindanmengendalikanpembinaan,

pembagiantugasdanpenilaianaparatursipilnegarapad
a UPTD;dan

k. pelaksanaanfungsi lain yang
diberikanolehKepalaDinasterkaitdengantugasdanfun
gsinya.

Pasal 87C

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengendalian
Penduduk.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas UPTD urusan tata usaha,
administrasi, perencanaan, evaluasi, keuangan,
kepegawaian, aset, sarana dan prasarana.

Dalammenyelenggarakantugaspokoksebagaimanadimak
sudpadaayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada
UPTD Pengendalian Pendudukmelaksanakan uraian
tugas :

a. mengendalikan pemberian dukungan teknis dan
administrasi dalam pelaksanaan kebijakan
bidangpengendalian penduduk;

b. mengendalikan dan/ atau melaksanakan
koordinasi, bimbinganteknis, konsultasi, fasilitasi,
sosialisasi serta pelatihan bidang teknis
administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
perencanaan dan evaluasi serta aset;

c. mengendalikan pemberian dukungan teknis dan
administrasi pelayanan publik/ masyarakat bidang
pengujianhasil/ kelayakanpekerjaan,
pelayananlaboratoriumuntukseluruhkegiataninfrast
ruktur;sertapelayananlangsungkepadamasyarakat;
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(1)

(2)

(3)

d. mengendalikan pemberian dukungan teknis dan
administrasi penyusunan dokumentasi/ pelaporan
program dan kegiatan pengujianhasil/
kelayakanpekerjaan,
pelayananlaboratoriumuntukseluruhkegiataninfrast
ruktur;sertapelayananlangsungkepadamasyarakat;

e. mengendalikan pemberian dukungan teknis dan
administrasi evaluasi realisasi kegiatan, target
kinerjadankeuangan,;

f. mengendalikan pemberian dukungan = teknis
administrasi penyusunan usulan/ masukan/
telaahan  staf kebijakan dan  pelaksanaan
pengujianhasil/ kelayakanpekerjaan,
pelayananlaboratoriumuntukseluruhkegiataninfrast
ruktur;sertapelayananlangsungkepadamasyarakat;

g. mengendalikan penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan (SPJ) UPTD;

h. mengendalikan penyusunan Laporan tentang
administrasi umum, kepegawaiandan asset UPTD;

i. mengendalikan penyusunan program dan kegiatan
(RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA)
termasuk target, indikator; dan

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal87D

Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan
bertanggugjawab kepada Kepala UPTD Pengendalian
Penduduk.

Jabatan Pelaksana
mempunyaitugaspokokmelaksanakanpelayananpublik,a
dministrasipemerintahandanpembangunan pada UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Jabatan Pelaksana pada
UPTDPengendalian Penduduk melaksanakan uraian
tugas :

a. melaksanakan kebijakan bidang
pelayananpengendalian penduduk;

b. melaksanakan koordinasi, bimbinganteknis,
konsultasi, fasilitasi, sosialisasi serta pelatihan
bidang teknis administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, perencanaan dan evaluasi serta aset;

c. melaksanakan pelayanan publik/ masyarakat
bidang pelayananpengendalian penduduk;

d. melaksanakan penyusunan dokumentasi/
pelaporan program dan kegiatan
pelayananpengendalian penduduk;

e. melaksanakan evaluasi realisasi kegiatan, target
kinerjadankeuangan;



(1)

(2)

(3)

f. melaksanakan penyusunan usulan/ masukan/
telaahan staf kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
pelayananpengendalian penduduk;

g. melaksanakan penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan (SPJ) UPTD;

h. melaksanakan penyusunan Laporan tentang
administrasi umum, kepegawaiandanaset UPTD;

i. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan
(RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA)
termasuk target, indikator; dan

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal87E

Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggugjawab kepada Kepala UPTD Pengendalian
Penduduk.

Jabatan Fungsional
mempunyaitugaspokokmelaksanakanpemberianpelayan
anfungsional yang

berdasarkanpadakeahliandanketerampilantertentupada
UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksudpada ayat (2), Jabatan Fungsional pada UPTD
Pengendalian Pendudukmelaksanakan uraian tugas :

a. pelaksanaan pelayanan fungsional bidang
pelayananpengendalian penduduk;

b. melaksanakan koordinasi, bimbinganteknis,
konsultasi, fasilitasi, sosialisasi serta pelatihan
bidang pelayananpengendalian penduduk;

c. melaksanakan penyusunan dokumentasi/
pelaporan program dan kegiatan
pelayananpengendalian penduduk;

d. melaksanakan evaluasi realisasi kegiatan, target
kinerjadankeuangan,;

e. melaksanakan penyusunan usulan/ masukan/
telaahan staf kebijakan dan pelaksanaan kebijakan;

f. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan
(RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA)
termasuk target, indikator dalam pelayanan
fungsional; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II



Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
padatanggal4 Juni 2018
PELAKSANA TUGAS WALI KOTA BANJAR,

DARMADJI PRAWIRASETIA

Diundangkan di Banjar

padatanggal5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR22



